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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan perlu menetapkan standar sarana
dan prasarana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar
Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2013 tentang Perubahan KelimaAtas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN.
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Pasal 1

(1) Standar sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan
mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Standar sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan
bertujuan untuk menunjang kelancaran pemenuhan standar sarana
dan prasarana dalam penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan
dalam rangka memberikan layanan prima bagi peserta didik kursus
dan pelatihan serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan
memiliki daya saing.

(3) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi 10 jenis keterampilan yang terdiri atas:

a. mekanik sepeda motor;

b. mengemudi kendaraan bermotor;

c. tata boga;

d. tata busana/menjahit;

e. tata kecantikan kulit;

f. tata kecantikan rambut;

g. tata rias pengantin;

h. perhotelan;

i. baby sitter; dan

j. spa.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggara pendidikan
kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri ini paling
lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

A. KETERAMPILAN MEKANIK SEPEDA MOTOR

1. Satuan Pendidikan
a. Satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan

program kursus dan pelatihan mekanik sepeda motor paling sedikit
memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani paling sedikit 1
(satu) rombongan belajar.

b. Satu rombongan belajar dapat menampung paling banyak 20 (dua
puluh) orang peserta didik.

2. Prasarana
a. Lahan

1) Lahan yang digunakan LKP memiliki status hak atas tanah,
dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk jangka waktu minimal 20 (dua puluh) tahun dan tidak dalam
sengketa.

2) Status lahan adalah milik sendiri atau sewa minimal 3 (tiga) tahun.
3) Luas tanah/lahan disesuaikan dengan keperluan luas bangunan.
4) Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan

secara proposional untuk membangun prasarana LKP berupa
bangunan gedung dan prasarana pendukung lainnya.

5) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan
dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan
dalam keadaan darurat.

6) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam
garis sempadan sungai dan jalur kereta api.

7) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
a) pencemaran air;
b) kebisingan; dan/atau
c) pencemaran udara.

8) Lahan parkir yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
LKP dan menyesuaikan peraturan Pemerintah Daerah setempat.

b. Bangunan dan Gedung
1) Luas lantai bangunan minimal adalah 120 m.
2) Bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi, yang diatur dalam

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih
rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari
Pemerintah Daerah setempat.


